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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 000.8.33 /0°\-\ / 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu dilakukan
penyesuaian Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Perizinan Perusaha Berbasis Risiko
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

b. bahwa untuk meWujudkan tata pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan, akuntabel, mewujudkan
hak dan kewajiban penerima dan penyelenggara
layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Banyumas, perlu disusun Standar
Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banyumas tentang Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6836};

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7115});

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1
Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas {Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 108);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021
tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ranyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37
Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenahgan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita



Menetapkan
KESATU

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor
69);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2025 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Resiko di Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banyumas, terdir atas:

1.

Standar Operasional Proserdur Persetujuan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:

1.1. Standar Operasional Prosedur Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Berusaha melalui OSS;

1.2. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Non
Berusaha yang terkait dengan Rencana Detail
Tata Ruang;

1.3. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Non
Berusaha terkait Forum Penataan Ruang.

Standar Operasional Prosedur Bangunan Gedung

meliputi:

2.1. Standar Operasional Prosedur Persetujuan
Bangunan Gedung;

2.2. Standar Operasional Prosedur Persetujuan
Bangunan Gedung Masyarakat Berpenghasilan
Rendah.

Standar Operasional Prosedur Persetujuan

Lingkungan untuk Kegiatan Berusaha dan Non

Berusaha meliputi:

3.1, Standar Operasional Prosedur Persetujuan



Lingkungan untuk Kegiatan Berusaha dengan
Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup;

3.2. Standar Operasional Prosedur Persetuyuan
Lingkungan untuk Kegiatan Non Berusaha
dengan Dokumen Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan.

Standar Operasional Prosedur Persetujuan

Lingkungan untuk Kegiatan Berusaha dan Non

Berusaha meliputi:

4.1. Standar Operasional Prosedur Persetujuan
Lingkungan Berusaha dan Non Berusaha
dengan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup;

4.2. Standar Operasional Prosedur Persetujuan
Lingkungan Berusaha dan Non Berusaha
dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Standar Operasional Prosedur Pemrosesan Perizinan

Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang

Kegiatan Usaha yang melibatkan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banyumas dalam pemberian rekomendasi meliputi:

5.1. Standar Operasional Prosedur Pemrosesan
Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha

untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui

mekanisme Vigitasi yang dijadwalkan Perangkat
Daerah dengan melibatkan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas;

5.2. Standar Operasional Prosedur Pemrosesan
Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha
untuk Menunjang Keglatan Usaha melalui
mekanisme Visitasi yang dijadwalkan oleh

Perangkat Daerah dengan melibatkan Dinas



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Banyumas, Pemerintah
Provinsi, dan/atau pihak terkait lainnya.

6. Standar Operasional Prosedur Pemrosesan Perizinan
Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang
Kegiatan Usaha yang tidak melibatkan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas dalam pemberian rekomendasi
meliputi:

6.1. Standar Operasional Prosedur Pemrosesan
Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha
untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui
mekanisme tanpa Visitasi;

6.2. Standar Operasional Prosedur Pemrosesan
Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha
untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui
mekanisme Visitasi oleh Perangkat Daerah.

Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Resiko di Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banyumas ini.

Dalam hal terdapat perubahan pada mekanisme dan

prosedur pada lembaga dan sistem Online Single

Submission (0OSS), maka Standar Operasional Prosedur

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

pada  Diktum = KESATU dan Diktum  KEDUA

menyesuaikan.

Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Resiko di Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib



KELIMA

dilaksanakan oleh penyelenggara dan digunakan sebagai
acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan
penyelenggara, aparatur pengawas, dan masyarakat

dalam pelayanan publik.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal T Jaen' 29UC

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

NAN TERPADU SATU PINTU
A \
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NAMA SOP

SOP PENERBITAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

* Menguasai tentang Tata Ruang Wilayah
* Mampu mengoperasikan komputer

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2025 Tentang | * Mampu mengoperasikan OSS RBA
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045;
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
*  Komputer
» Jaringan Internet
= Printer
PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal.

*» Disimpan sebagai data elektronik




MUTU BAKU

NO KEGIATAN PELAKSANA
AKUN PEMOHON | LEMBAGA OSS8 | OPD TEKNIS BADAN KEPALA KELENGEAPAN WAKTU OUTPUT KET
(DPU) PERTANAHAN DPMPTSP
NASIONAL /
BPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Pemohon masuk dalam laman OSS RBA (oss.go.id) Username danPassword| stsuai |Laman OSS RBA|Dokumen dan
kemudian klik tombol MASUK dmgan rekoemndasi
jdwal berada dalam
penochon Sistem OSS
2 |Pemohon Masukkan username dan password beserta Username danPassword sssuai |Laman OSS RBA
CAPTCHA, lalu klik tombol MASUK dengan
Setelah Masuk pada menu beranda, pemohon klik A jadwal
menu Perizinan Berusaha dan pilih Pernenuhan penochon
Persyaratan
3 |Pemohon melakukan pengisian data kegiatan usaha 1. Alamat lokasi ssuai  |status kegiatan usaha
pada sistem OS85 : r kegiatan dingan |permohonan dengan risiko
1. Alamat lokasi kegiatan 2. Polygon jdwal  |belum rendah tidak
2. Polygon X 3. Gambar tekais penchon |terverifikasi mengganakan
3. Gambar teknis 4. Bukti Penguasaan polygon
4. Bukti Penguasaan Lahan Lahan
5, Informasi luas, jumlah dan total lantai bangunan 5. Informasi s,
jumlah dan tolal lantai
bangunan
4 |OPD Teknis menerima pengajuan PKKPR penilaian 1. Alamat lokasi status
I kegiatan permohonan
2. Polygon belum
3. Gambar tekais terverifikasi
i 4, Bukti Penglasaan
| Lahan
5. Informasi las,
| jumlah dan tofal lantai
[ bangunan
5 [|Perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan ‘ 1. Alamat lokasi status
melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan data kegiatan permohonan
pengajuan KKPR Penilaian melalui sistern oss dan 2. Polygon Menunggu
Gistaru, kemudian perangkat daerah teknis 3. Gambar tekais Pembayaran
4, Bukti Penguasaan PNBP

penyelenggara perizinan akan :

Lahan

1. Dalam hal perangkat daerah teknis menyatakan TIDAK
bahwa data lengkap dan sesuai permohonan akan 5. Informasi luas,
diteruskan ke Pelaku usaha untuk dilakukan jumlah dan total lantai
permbayar PNBP Pertek Pertanahan \ bangunan
2. Dalam hal terdapat kekurangan berkas perangkat
daerah teknis ekan mengembalikan permohonan ke
akun pemohon melalui sistem oss
6 [Pelaku Usaha Menerima Surat Perintah Setor (SPS) Surat Perintah Setor Bukti Setor
Pertek Pertanahan ™ (SPS) PNBP




3 - 4 P 8 9 10 il
Pelaku Usaha Melakukan Pembayaran PNBP dan Bukti Sctor PNBP imr;u:honm
Melakukan Pemenuhan Persyaratan Secara Manual Inspeksi
ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses
PTF
Catatan :
setelah pelaku usaha melakukan pembayaran sistem 1
akan meneruskan permohonan ke Badan
Pertanahan Nasional - Stat
ATR/BPN Menerima Berkas Kelengkapan Persyaratfa;f Kelangiap |16 Harl Peu;r::honan
Permohonan secara Manual dan Permohonan an sesual l;:engah.l-':r Inspeksi
Pengajuan KKPR Berusaha melalni sistem Gistaru X ketentuan Pemfuran
ATR/BPN. Kemudian ATR/BPN akan melakukan : TIDAK /
1. Dalam hal Berkes kelengkapan persyaratan Pertek
Pertanahan dan data sistem Gistaru lengkap dan
sesuai akan dilakukan cek plot dan visitasi lokasi
kegiatan guna penerbiten Pertimbangan Teknis
Pertanshan {PTP}
2. Dalam hal Berkas kelenglkapan kurang atau tidak
sesuai berkas akan dikembalikan untuk dilakukan YA
perbaikan - aei
OFD Teknis Menerima Pertimbangan Teknis Ilj:rumb]angargglmls ?:Egir: eneast
FPertanahan (PTP) yang kernudian akan dilakukan ( Penerbitan
Visitasi lapangan dan dilakukan Rapat Forum KKPR
Penataan Ruang untuk menerbitkan rekomendasi
penerbitan KKPR
- N d x
OPD Teknis Melakukan Verifikasi Penerbitan KKPR g:ﬁ:if;ia;ﬁ,‘ﬁms ?:;?f:en o
pada sistem Gistaru ATR/BPN Penerbitan
KKPR
i i KPR
Kepala DPMPTSP melakukan Persetujuan pada RekDanda?KT;;{ms KK
sistern Gistaru ATR/BPN kemudian menemskan ke Penerbitan
sistem O3S RBA
8K KKFR unduh KKPR

Sistem OS8 menerbitkan Sertifikat Standar /1zin
yang telah terverifikasi




Nomor SOP 1 000.8.3.3/063.2 f261¢
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Tanggal Efektif P2 Jomuany LOLE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN Disahkan Oleh 5

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

J1. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto KP 53116 KEPALA-DINAS PENANAMAN MODAL DAN

AN TERPADU SATU PINTU
SPATEN BANYUMAS

Telp. (0281) 627965 Fax. (0281) 624521
Laman: n.;mJ ptspkabbanyumas@gmail.com
Pos- el: dpmptsp.banyumaska

NAMA SOP

SOP PENERBITAN KEGIATAN NON BERUSAHA TERKAIT RENCANA DETAIL TATA RUANG

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan | * Menguasai tentang Tata Ruang Wilayah
Berusaha Berbasis Risiko; » Mampu mengoperasikan komputer

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana | * Mampu mengoperasikan OSS RBA
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045;

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

= Komputer
» Jaringan Internet
= Printer

PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal. * Disimpan sebagai data elektronik




NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKY
AXUN PEMOHON | BIPANJIMAS OPD TEKNIS KOORDINATOR KEPALA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
PERIZINAN DPMPTSP
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11
1 {Pemohon masuk dalam laman Sipanjimas Usetname dan sesual  |Laman
(perizinan.banyumaskab.go.id) kemudian pada menu ( ) Password dengan |Sipanjimas
layenan klik meri PKKPR Non Berusaha jadwal
pemohon
2 |Pemohon memasukkan username dan password Username dan sesual  |Laman
beserta Ceklist reCAPTCHA, latu klik tombol Sign In . Password dengan |Sipanjimas
Setelah Masuk pada menu utama, pemohon klik A jadwal
menu PKKPR dan klik tombol permohonan baru pemohon
serta klik tombol PKKPR pada tahap klasifikasi data
izin
3 {Pemohon mengisi data identitas perusahaan (bila Dokumen ptmenyhan| sesuai
Badan Hukum) Persyaraian sesuai dengan
dengan kolom jadwal
Klik Tombol Lanjut pengisian data pemohon
permehonan yang
Mengisi dan Upload Data Legalitas Tanah kemudian tersedia dajam sistem
klik lanjut Sipanjimas
Mengisi data lokast permohonan lalua klik lanjut
Selanjuinya mengisi d ata permohonan rekomendasi
secera detail dan klik simpan
(isi formulir surat kuasa bila permohonan
dikuasakan)
4 [OPD Teknis menerima Perrnchonan PKKPR Non 1. Usemame: dan
Berusaha yang telah disjukan den diupload oleh J Password hak Akses
pemohon OFPD Teknis
2. Dokumen
permohonan
5 |Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan Dokumen Mengikuti |Berita Acara
atau tidak lengkap maka permohonan ditolak oleh permohonan ketentuan (Teknis
OPD Tekmnis melatui sistemn Sipanjimas SOF dari
OFD Teknis

Catatan :
Pemohon dapat memantau alur permohenan melalui
menu Tracking Data

TIDAK

9%




2 4 8 10 11
DPMPTSP / Koordinator Perizinan menerima Berita, Berita Acara Teknis 1. Berita Acara
Acata Teknis dari OPD Teknis untuk diverifikasi Teknis
2. Unduhan
Dokxumen
permohonan
Kepala DPMPTSF melakukan Persetujuan pada Berita Acara Teknis PKKPR Non
sistem Sipanjimas Berusaha
Sistem Sipanjirnas menerbitkan Persetyjuan KKPR PEKPR Non Berusaha Unduhan
Non Berusaha PKKPR Non
Berusaha




Nomor SOP : 000.8.3,3 /002 3 /2a1c
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Disahkan Oleh
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J1. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto KP 53116 KEPENANAMAN MODAL DAN
Telp. (0281) 627965 Fax. (0281] 624521 PRIAYANANTERPADU SATU PINTU
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NAMA SOP

SOP PENERBITAN KEGIATAN NON BERUSAHA TERKAIT FORUM PENATAAN RUANG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

:

2

3.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2025 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045;
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas.

» Menguasai tentang Tata Ruang Wilayah
» Mampu mengoperasikan komputer
» Mampu mengoperasikan OSS RBA

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
= Komputer
» Jaringan Internet
= Printer

PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal.

» Disimpan sebagai data elektronik




KO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
AKUN PEMOHON | SIPARJIMAS OPD TEKNIS KOORDINATOR KEPALA KELENGHAPAN WAKTU OUTPUT KET
PERIZINAN DPMPTSP
1 2 3 3 5] 7 8 9 10 11
1 |Pemochon masuk dalam laman Sipanjimas Username dan scsuai Laman
{perizinan.banyumaskab.go.id) kermnudian pada mema Password dengen  |Sipanjimas
layanan klik menu PKXPR Non Berusaha [ : jadwal
pemohon
2 |Pemohon Masukkan usernamec dan password beserta Username dan sesuai Laman
Ceklis reCAPTCHA, lalu klik tombol Sign In ol Password dengan |[Sipanjimas
Setelah Masuk pada menu utama, pemohon klik M jedwal
menu PKKPR dan klik tombol permohoran bar pemohon
serta klik tombol PKKFR pada tahap klasifikasi data
izin
3 |Pemohon mengisi data identitas perusahsan (bila Dokumen pemepuhan sesuai
Badan Hukum) Persyaratan scsuai dengan
dengan kolom jadwal
Klik Tombal Lanjut pengisian data pemohan
permohonarn yang
Mengisi dan Upload Data Legalitas Tanah kemudian terscdia dalam sistem
klik Janjut Sipanjimas
Mengisi data lokasi permohonan latu klik lanjut
Selanjutnya mengisi data permohenan rekomendasi
secara detail dan klik simpan
(isi formulir surat kuasa bila permohanan
dikuasakan)
4 |OPD Teknis menerima Permohonan PKKPR Non 1. Username dan
Berusaha yang telah digjukan dan diupload oleh Password hek Akses
pemohon QPD Teknis
2. Dokumen
permohonan
5 |OPD teknis melakukan verifikasi dan validasi data 1. Dokumen Mengikuti fBerita Acara
permohonan KKPR serta melakukan : permohonan ketentuan  |Teknis
1. Kunjungan/ survey lapangan 2. Hasil Kajian FPR S0P dari
2. Melaksanakan Kajian Forum Penataan Ruang QOPD Teknis
Hasil Kajian FFR menyetujui akan diterbitkan
rekomendasi teknis/ berita acara tckmis persetujuan
dan menguploadkan ke sistem Sipanjimas
3. Dalam hal terdapat kekurengan berkas
persyaratan atau tidak lengkap make permohonan
ditolak aleh OPD Teknis melalui sistem Sipanjimas
Catatan :
Pemohon memantau alur permohonan melatii menu TIRAK
Tracking Data




2

8

10

11

DPMPTSF / Keordinator Perizinan menerima Berita
Acara Teknis dari OPD Teknis untuk diverifikasi

Berita Acara Tekniz

1. Berita Acara
Teknis

2. Unduhan
Dokumen
permohonan
Kepala DPMPTSP melakukan Persetujuan pada Berita Acara Teknis PKKPR Non
sistem Sipanjimas Berusaha
Sistem Sipenjimes menerbitkan Persetujuan KKPR PKKPR Non Berusaha Unduhan
Non Berusaha PKKPR Non
Berusaha




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J1. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto KP 53116

Nomor SOP 1000833 /po3 4 /20l
Tanggal Pembuatan ;

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif D 2 Jewen Z6L6
Disahkan Oleh :

i

KEPARA DINAS.PENANAMAN MODAL DAN

Telp. (0281) 627965 Fax. (0281) 624521 / ELAYA RPADU SATU PINTU
Laman: dpmpptspkabbanyumas@gmail.com ¥ SRR,
Pos- el: dpmptsp.banvumaskab.go.id ‘i
I HIDAYAT
NAMA SOP

SOP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Bangunan Gedung;

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas.

* Menguasai tentang Lingkungan Hidup
*  Mampu mengoperasikan komputer
*» Mampu mengoperasikan OSS RBA

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
* Komputer
* Jaringan Internet
*  Printer

PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal.

» Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksans Mutu Baku
DPMPTEP Belkretariat PEG DFU
No. Uralan Kegistan Ketenangan
PENODoy r:m Operator Pengawas Kadin Operator TPT/TPA Pengewas Kadin Helonghapan Wakin Ontpt
1 2 3 4 5 [ 7 ] 9 10 11 12 13 14 1]
Pemohon login pada: b 1. Data Diri/Badan Sesuai Akun Sistem
Usahe/Instansi waktu Informasi Manajemen
1 2. Email pemohon | Bangunan Gedung
T (SIMBG)
Mengajukan Permohonan PBG dengan Mengisi Data dan r ’ 1.Data Bangunan Sesuai  |Nemor Register
Upload File/dokumen persyaracan _ Ditalak 2. Data Pemilik waklu  |Permohonan
< = Perbaiksn 3. Data Teknis Tanah pemohon
. 4. Data Umum
2 5. Data Teknis Arsitektur
6. Data Teknis Struktur
7 .Data Teknis MEP
Melakukan Verifikasi berkas persyaratan: Verifikasi Kelengkapan dan |7 hari kerja |Hasil verifikasi Apabila 28
1. Diterima, berkas dinyatakan lengkap dan scsuai; | kesesuaian Dokumen DPU Kelengkapan dan hari kerja
2. Dikembalikan, perbaikan dokumen (input data | Kab. Banyumas kesesuaian Dokumen |lidak ada
dan/atau upload ulang); | = == id DPU Kab. Banyumas |perbaikan,
3 |3 Ditolak: Lampau Waktu Perbaikan Dokumen dan | penplakan —
Pemohon tidak melakukan perbaikan; pangajuan
ulang
Melaksanakan Penugasan Tim Penilai Telus (TFT) atau Berkas Permohonan 2 hari kerja |Menunggu Penugasan
Tim Profesi Ahli (TPA) TPT/TFPA
: s -
Melaksanakan Konsultasi oleh TPT/ TPA. Meliputi Kegialan Berkas Permohonan dan 14 bhari kerja|Hasil Pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan apabila diperlukan melakukan Cek Perbaikan Hasil verifikasi Kelengikapan Konsultast
Lokasi: N . i /\ dan kesesuaian Dokumen
1. Sesuai: Diterbitkannya Berita Acara Hasil Konsultasi Ditolak < / 12U Kab. Banyumas
TPA/TPA; A
5 2, Perbaikan: ptrbaikan dokumen berdasarkan hasil
konsultasi/catatan TPT/TPA guna Perjadwalan ulang
Konsuliasi dan upload ulang dokumen yang sudeh sesuai;
3 Tolak: proses selesai (Dokumen tidak sesuai);
Menerbitkan Berita Acara Hasil Konsultasi TPT/TPA guna Rapal Koordinasi 2 hari kerja |Berita Acara
melanjutkan pada proses Perhifungan Retribusi Rekomendasi Hasil
] Konsultasi
Melaksanakan Perhitungan Retribusi Bangunan dan S Perhitungan Retribusi |2 hari kerja |Hasil Perhitungan
Prasarana Nilai Retribusi
7
Menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis g Input Berita Acara 1 hari kerja |Penerbitan
nan Gedung (SPPST) mealui Penandatanganan |_ | Rekomendasi Hasil Pernyataan
elekironik (TTE] | Konsultasi dar. Retribusi Pemenuhan Standar
8 Teknis Bangunan
‘ Gedung (SPPST)
|
Melaksanakan Proses Penerbitan SKRD: Iasil Perhitungan Retribusi (1 hari kerja |Penerbitan Surat
1 Besuai: Penerbitan SKRD dan id billing Pembayaren {14 | dan SPPST Ketetapan Retribusi
hari dan pembaharuan setelah lampau waktu); | Daerah (SKRD)
9 2 Perbalkan: Koreksi Dinas Teknis - Kembali perbatkan =t S
dokumen {upload ulang);
|
Melaksanakan Pembayaran Retribusi Bangunan Gedung | SEKRD dan id billing Bukti Bayar Retribus:
dilakulkean berdasarkan SKRD dan id billing pembayaran -+ . penbayaran retribusi Persetujuan
10 |stcara tunai pada ieller perbankan, ATM atau aplikasi Bangunan gedung

Mobile Banking




1| 2 4 7 10 11 12 13 14 18
Validasi Pembavaran Retribusi: Bukti Bayar Retribusi 1 hari kerja | Validasi Pembayaran
‘ 1. Sesuai: Penerbitan SK PBG; Fersehujiuan Bangunan Retribusi pada Kas
|2. Porbaikan: dilukukan karera dua alasan, meliputi: gedung Daerah Kabupaten
11 -Kurang Membayar; Banyumas
‘-Salah bukti tranfer,
|
Draf SK PBG 1 hari kerja |Penandatanganan SK

iMcncrbﬂkan /penandatanganan Surat Keputusan (SK)
| Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dilaxukan

L | sbacara elektronik (TTE)
|

PBG

| Melaksanakan Serah Terima SK dan Plat PRG
|dilaksanakan di MFP Banvumas:

13 |-Pemohon membawa KTP; atau
|-Penerima Kuasa membawn Surat Kuasa

Cetak SK PBG dan penilisan

plat

Serah Terima SK dar
Plat PBG
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Telp. (028 1) 627965 Fax. (0281) 624521

Laman: dpmppt
Pos- el: riplu_l

lz\rni'fhl\lll‘!i\ J[htl coInl

sp.banvumaskab.g 9,1,,\,1

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

:000-8-3.3 /063212 /2026

L) auemn LELG

'*TERPADU SATU PINTU
) '\'EN BANYUMAS
'}-

(7

NAMA SOP

SOP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

W

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

= Menguasai tentang Lingkungan Hidup
= Mampu mengoperasikan komputer
» Mampu mengoperasikan OSS RBA

2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
= Komputer
= Jaringan Internet
= Printer
PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal.

» Disimpan sebagai daia elektronik




Polaksana Mutu Bukn
DFMPTSP Sekretariat PEG DPU
No. Uraian Kegiatan Ket
FEERReN Peldanun Opezutor Pengawas Kadin Operator TPT/TPA Pengawae Kadin Releaglapas = Output
Front Office
1 2 3 4 [] 6 ;4 ] 9 10 11 12 13 14 18
Pemohon login pada: P 1. Data Diri/Badan Sesuai Akun Sistem
Usaha/Instansi waktu Informasi Manajemen
1 2. Email pemohon |Bangunan Gedung
[SIMBC)
Mengajukan "ermohonan PBG dengan Mengisi Data dan + . 1. Data Bangunan Sesuai Nomor Register
Upload File/dokumen persvaratan e — Ditelak 2. Data Pemilik waktu  |Permchonan
» i B Perbaikan 3. Data Teknis Tacah pemohon
2 L & 4. Data Umum
5. Data Teknis Arsitektur
6. Data Teknis Struktur
7. Data Teknis MEP
Melakukan Verifikasi berkas persyaratan: Verifikasi Kelengkapan dan |1 hari kerja |Hasi verifikasi
1. Diterima, berkas dinvatakan lengkap dan sesuai; kesesuaian Dokumen PU Kelengkapan dan
2. Dikembalilban, perbaikan dekumen {input data Kab. Banyumas kesesuaian Dokumen
dan/atau uploacd ulang); = 2= et NP Kab, Banyumas
s 3. Ditolak: Lampau Waktu Perbaikan Dokumen dan
Pemohon tidak melakukan perbaikan;
Melaksanakan Penugasan Tim Penilai Teknis (TPT) atau Berkas Permohonan I hari kerja |Msnunggu Penugasan
Tim Profesi Ahli (TPA) TPT/TPA
Melaksanakan Konsultasi oleh TPT/TPA. Meliputi Kegiatan Berkas Permohonan dan 2 hari kerja |Hasil Pelzksanaan
Rapat Koordinasi dan apabila diperlukan melakukan Cek Perbaikan Hasil verifikasi Kelengikapan Konsultasi
Lokasi: - e ] dan kesesuaian Dokumen
1. Sesual: Diterbitkannya Berita Acara Hasil Konsultasi Di DPU Kab. Banyumas
itolak
5 TPA/TPA; 1
2. Perbaikan: perbaikan dokumen berdasarkan hasil
konsultasi/catatan TPT/TPA guna Penjadwalan ulang
Konsultasi dan upload ulang dokumen yang sudah sesuai;
3. Telak: proses selesai (Dokumen tidak sesuail;
Menerbitkan Berita Acara Hasil Konsultasi TPT/TPA guna Rapat Kourdinasi | hari kerja |Berita Acara
meianjutkan pada proses Perhitungan Retribusi I Rekomendasi Hasil
& Konsultasi
|
Melaksanakan Perhitungan Retribusi Bangunan dan L—I Perhitungan Retribusi 1 hari kerja |Hasil Perhitungan
Prasarans D Milai Retribusi
7
Menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Input Berita Acara | hari kerja |Penerbitan
Bangunan Gedung (SPPST) melalui Penandaranganan B Rekomendasi Hasi. Pernyataan
elektronik (TTE] Konsultasi dan Retribusi Pemenuhan Standar
8 ] Teknis Bangunan
i Gedung (SPPST)
Melaksanakan Proses Penerbitan SKRD: Hasil Perhitungan Retribusi |1 hari kerja |Penerbitan Surat
1, Sewuai: Penerbitan SKRD dan id billing Pembayaran (14| — dan SPPST Ketztapan Retribusi
hari dan pembaharuan setelah lampau waktu); Daerah (SKRD]
9 |2, Perbaikaa: Korcksi Dinas Teknis - Kembali perbaikan -
dokumen {uplead ulang);
Melaksanakan Pembayaran Retribusi Bangunan Gedung SKRD dan id billing Bukti Bayar Relribusi
dilakukan berdasarkan SKRD dan id billing pembayaran — —— pembayaran retribusi Persetujuan
| |secare tunai pada teller perbankan, ATM atiu aplikasi HBangunan gedung

Mobile Banking




1 a3 3 [} 7 -10 11 iz 13 14
Validasi Pembayaran Retribusi Buk:i Bavaer Retribuasi 1 hari kefja |Vaelidasi Pembayaran
1. Sesual Penerbitan SK PR — Peruciujuan Bangunan Retribsi pada Kas
2. Porbaliam: dilukuken karena duu aksar, meliput gedung Daerah Kabupatert
11 |-Kurang Membayar; . Benyumas
-Salah bukti tranter. ¥
1.
Mcherhitkan / penandatanganas Surar Keparusarn (5K b L1 Dral SK PHG 1 har kergja | Penandatanganan 3K
Perestajuan Bangunan Gedlung (PAG) yang dilakuken [ PBG
12 Asencam clckrronil: {TTE|
Melaksanakan Serah Tedima SX dan Plat PBG Cetgk SK I'BG dan penilisan Serah Terima SK dan
dilaksanakan di MPP Banyurn e plat Plat PBG
13 -Pemohon membawa KTP; atau

Penerima Kuasa membawa Svrat Kuasa.




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
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Telp. (0281) 627965 Fax. (0281) 624521

Laman: dpmpptspkabbanyumasggmail.com

Pos- el: dpmptsp.banyumaskab.go.id

Nomor SOP . Q00 B3 /0.5 /260L

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

L vy LOle

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEM(YANA@TERPADU SATU PINTU
ATEN BANYUMAS

?
b

¢

NAMA SOP

SOP PENERBITAN PERNYAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

}s

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4
Tahun 2021 tentang Jenis Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 267).

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 137
Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penerbitan
Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis, dan
Dokumen Rincian Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

* Menguasai tentang Lingkungan Hidup
» Mampu mengoperasikan komputer
» Mampu mengoperasikan OSS RBA




4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 97).

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 Tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2025 Nomor 69).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

»  Komputer

= Jaringan Internet

= Printer

PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN
Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal. » Disimpan sebagai data elektronik




SOP PENERBITAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)

N " e Pelaksana Mutu Baku
o raian Kegiatan DPMPISP Reterangan
Pemohon DLH Petugas Koordinator Sclelaris Repala Kelengkapan Wakiu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12
Pemohon Mengajukan Formulir , .
Permohonan Melalui O_ dan/atau ‘Iislat} formulir

1 | Sistem OSS RBA Yang mengajukan Tentatif an/ atau
Terintegrasi dengan surat surat
Amdalnet. permohonan permohonan.
Pemohon metiyusun .

» dokumen dan melakukan Berkas Tentatif EZHI?: lerima
pemenuhan persyaratan permohonan eniatl rkas
melalui $istem Amdalnet. permohonan.
Dinas Teknis melakukan
pemeriksaan Substansi
Permohonan (Uji
Administrasi, hd Berka. Berkas

3 | Pemeriksaan Formulir r sh 12 Hari permchonan
UKL-UPL, Rapat Tim permononan terverifikasi.
Teknis, BA Rapat Tim
Teknis, Perbaikan cleh
Pemrakarsa)
Kepala Dinas Lingkungan
Hidup menerbitkan y
Rekomendasi Teknis Ej Draft
(termasuk didalamnya . . Rekomendasi

4 Matriks, Persetujuan i Rsllzﬁmendasl 1 Harl Tekmnis.
Teknis dan Rincian Tekns
Teknis jika mengelola
limbah B3)

Proses di
> Tanda Terima | DPMPTSP

Petugas DPMFPTSP . . :

5 Men%rima Rekomendasi Rekomendasl 1 Hari Penyerahan . d{mu'lal saat
Teknis l Teknis rekomendasi diterimanya

Teknis. Rekomendasi
Teknis

Petugas DFMFPTSP .

6 | Menyusun konsep Rellzgmendasl 1 Hari Draft Konsep
Persetujuan PKPLH J, Teknis PKFLH.




1 2 9 10 11 12
Draft
Konsep
7 Petugas mengajukan Eriﬁe 1 Hari PKPLH
Konsep PKPLH P;Pilg terverifikasi
Koordinator
Draft
Draft Konsep
Koordinator Konsep PKPLH
8 | mengajukan Konsep PKPLH 1 Hari terverifikasi
PKPLH terverifikasi Koordinator
koordinator &
Sekretaris.
Kepala DPMPTSP Drait Dokumen
9 | menandatangani Konsep 1 Hari Persetujuan
PKPLH 5 PKPLH Lingkungan
Terverifikasi PKPLH.
Tanda
Pemohon menerima Dokumen Terima
. - Penyerahan
Persetujuan < Persetujuan ‘

10 ¢ 0. < . Tentatif Dokumen
Lingkungan berupa Lingkungan Persctujuan
PKPLH PKPLH Lingkungan

PKPLH .




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telp. (0281) 627965 Fax. (0281) 624521
Laman: dpmpptspkabbanyumas@gmail.com
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NAMA SOP

SOP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN (SKKL)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
4 Tahun 2021 tentang Jenis Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 267).

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 137
Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penerbitan
Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis, dan
Dokumen Rincian Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2024
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 97).

= Menguasai tentang Lingkungan Hidup
» Mampu mengoperasikan komputer
» Mampu mengoperasikan OSS RBA




5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun
2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 69).

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
= Komputer
» Jaringan Internet
= Printer
PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal.

= Disimpan sebagai data elektronik




SOP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN (SKKL)

N U K Pelaksana Mutu Baku
e Taisn Reguaten DPMPTSP Keterangan
Pemchon oy Petugas Koordinator Sekretaris Kepala Kelengkapan Wakiu e
1 2 - 3 i 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemohon Mengajukan Formulir . s
Permohonan Melalui O“’ Sl ks Isian formulir
1 | Sistem OSS RBA Yang mengajukan | Tentatif dan/atau
Terintegrasi dengan p— surat
Amdalnet. permohonar permohonan.
Femohon menyusun §
dokumen dan melakukan Bodlkes ) Tanda terima
2 e Tentatif berkas
pemenuhan persyaratan permohonar.
melalui Sistem Amdalnet. permohonan.
Dinas Teknis melakukan
Penilaian Substansi - RKL- RFL
Permohonan (Uji 'il;ilfﬁ A 63
Administrasi, v A
3 Pelaksanaan Rapat Tim Berkus . ?!\L—gs Berkash
Teknis, Perbaikan permohonar. 1-1151?1 tpﬁlj:fiﬁig;n
Dokumen Andal dan .
RKL-RPL, Pemeriksaan - RKL-RPL
Perbaikan Andal Sampai Tipe C 23
dilakukan Asistensi) Hari
Kepala Dinas Lingkungan v
Hidup menerbitkan
Rekomendasi Teknis Draft g
4 | (termasuk didalamnya ‘ I Rekomendasi | 1 Hari ‘iﬁk"?“e“da“
RKL-RPL Persetujuan Teknis Teknis.
Teknis dan Rincian
Teknis)
Proses di
; ] Tanda Terima | DPMFPTSP
5 ﬁiﬁ%ﬁ?ﬂg ﬁ?ﬂfgendasi " Rekomendasi | | .0 Penyerahan dirmulai saat
Teknis Teknis - rekomendasi Rekomendasi
Teknis. Teknis
diterima
¢ | Petugas DFMFTSP ¥ Rekomendasi | 2 Hari Draft Konsep
Teknis SKKL

Menyusun konsep SKKL




1 2 9 10 11 12
. Draft Konsep
. I‘:emgas mengajukan Draft Konsep : SKKL
onsep Fersetujuan KKL 1 Hari i ifikasi
Lingkungan SKKL S crveriixasi
Koordinator.
Draft Konsep
Koordinator mengajukan Draft Konsep SKKL -
8 Konsep SKKL SKKI 1 Hari terverifikasi
) Koordinator &
Sekretaris.
Kepala DFMPTSP Draft Konsep Dokumen
g | menandatangani Dokumen 1 Hari Persetujuan
Persetujuan Lingkungan SKKL Lingkungan
SKEL Terverifikasi SKKL .
Pemohon menerirma Doku g:;ld:r:fgnma
rekomendasi dan P tm_en D gu
10 | Persetujuan Lingkungan < CISCLUJUAR Tentatif oimen
berupa Persetujuan Lingkungan Persetujuan
; SKKL Lingkungan
Lingkungan SKKL SKKL




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

J1. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto KP 53116
Telp. (0281) 627965 Fax. (0281) 624521

Laman: dpmpptspkabbanyumas@gmail.com

Pos- el: dpmptsp.banyumaskab.go.id

Nomor SOP : 000,833 003 7 2618
Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif D2 Jowart zere
Disahkan Oleh

NAMA SOP

SOP PENERBITAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas.

*» Menguasai tentang Lingkungan Hidup
» Mampu mengoperasikan komputer
* Mampu mengoperasikan OSS RBA

KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
* Komputer
= Printer
» Jaringan Internet
PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal.

» Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan DPMPTSP Ketera
Pemohon DLH ngan
one Petugas Koordinator Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemohon mengisi formulir Formulir Isian £ i
dan/atau mengajukan surat dan/atau ;;ar; z;mu r

1 |permohonan perscitijuan O mengajukan  [Tentatif " ta "
lingkungan dan perneriksaan surat sura .
dokumen DELH permohoran permohonan
Petuigas menerima formulir Fanda teri

2 dan/atau surat perrmohonan Berkas b:nka terima
persetujuan lingkungan dan permohoran ’ Sh
pemeriksaan dokumen DELH Tidak permohonan

Ditentukan
Petugas memeriksa Berka Berk.a,sh

3 |kelengkapan dan kebenaran et sh permo ﬁclcha.n

administrasi dokumen DELH permohoran tervejrl- si
administrasi

Petugas mengumumkan

pelaksanaan pemeriksaan .

4 dokurnen DELH melalui media Berkas 5 Hari Keri P
masa, pengumuman pada permohoran ari Kerja engumuman
lokasi usaha dan/atau
kegiatan.

Petugas menerima 4 asukan/ .y
4a [masukan/sanggahan dari asukan Masukan

masyarakat sanggahan sanggahan

Tim Teknis melakukan

penilaian, rapat koordinasi A ,

5 |pemeriksaan substansi Rapat _ Hasil rapat
dolkumen DELH dengan koordinasi  |Tidak koordinasi
mengundang instansi terkait Ditentukan
Petugas membuat berita acara
dan daftar koreksi berdasarkan X Hasil rapat Berita acara

5a |hasil rapat koordinasi K St rapa dan dafiar

oordinasi .
koreksi

pemeriksaan substansi
dokumen DELH




1 2 4 5 9 10 11 12
Aabila perbaikan, petugas /\ ik

6 |menyerahkan daftar koreksi Daftar koreksi Dl ta caliise Tanda terima
kepada pemohon \/ Ll
Pemohon melakukan perbaikan
dokumen DELH dari koreksi -

7 |atau masukan serta saran pada Daftar koreksi |Tentatif Dob Q;zn
saat pemeriksaan substansi LI
dokumen

A

3 Petugas memeriksa perbaikan Dokumen ﬁiﬁ;ﬁ;ﬁ

dokumen DELH i . =
prertbestinn tervalidasi
A .

o |Petugas membuat draft 3 DOI;?I_“kZﬂ Tidak Draft

rekomendasi dokumen DELH per 'il dan Ditentukan | o\ smendasi
. tervalidasi
Kepala DLH menerbitkan Draft A

- rekomendasi dokumen DELH rekomendasi Rekenmendasi

Pet DPMPTSP i -
etugas DF menerima . , ;

11 siomendin dedoumen DEBH Rekomendasi Tanda terima
Petugas menyusun konsep v Konsep

12 |Persetujuan Lingkungan Rekomendasi Persetujuan
berupa Persetujuan DELH Lingkungan
Mengajukan Rekomendasi ; .
dokumen DELH dan konsep v gzko[incndaﬂ dR;ko}znendam

12a|Persetujuan Lingkungan P 11 KONSEP 15 Hari Kerja ™ AR
berupa Persetujuan DELH Lfersim_]u?n farsekhijuan
untuk disetujui ingKHhsan JangsngAn
Melakukan koreksi konsep Reksiienidasi gzkolincndam

12b Persefujuan Lingkungan dan konsep P " t?:.ls?p
berupa Persetujuan DELH Persetujuan Lf:rsi Jugrm
untuk diparaf Lingkungan ingkungan

terkoreksi




1 2 6 9 10 11 12
| , )
Melakukan koreksi konsep Rekomendasi Rekomendasi
. X dan konsep dan konsep
Persetujuan Lingkungzan . .
12¢ . Persetujuan Fersetujuan
berupa Persetujuan DELH . .
antuk diparaf Lingkungan Lingkungan
P terkoreksi terkoreksi
Rekomendasi Rekomendasi
Melakukan penandatanganan dan konsep
. . . dan
13 |Perseiujuan Lingkungan Persctujuan Perseluiuan
berupa Persetujuan DELH Lingkungan L? k:i an
ferkoreksi naEang
Pemohon menerima. Rekomendas!
rekomendasi dan Persetujuan Q dan . .
14 Lingk n berupa Persetujuan Tentatif Tanda terima
Persetujuan DELH Lingkungan




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto KP 53116
Telp. (0281) 627965 Fax. (0281) 624521

Laman: dpmpptspkabbanyumas(gmail.com

Pos- el: dpmptsp.banyumaskab.go.id

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

: 000,8.2.3 /003.8 [202¢
DL devans 2016

NAS PENANAMAN MODAL DAN
STERPADU SATU PINTU
\ fxg;EN BANYUMAS

= i‘.

1'(3]

NAMA SOP

SOP PENERBITAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1y

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

= Menguasai tentang Lingkungan Hidup
= Mampu mengoperasikan komputer

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan | = Mampu mengoperasikan OSS RBA
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
= Komputer
= Jaringan Internet
= Printer
PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal.

= Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan DPMPTSP Keterangan
Pemoh DLH Kel Wakitu Output
on Petugas Koordinator Sckretaris Kepala clengkapan P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemohon mengisi formulir Formulir Isian formutir
dan/atau mengajukan surat dan/atan !

) . . dan/atau

1 |permohonan persefujuan mengajukan |Tentatif surat
lingkungan dan pemeriksaan surat rmohonan
dokumen DPLH permohonan pe
Petugas menerima formalir .

2 dan/atau surat permmohonan Berkas g::&astenma
persetujuan lingkungan dan permohonan erachonan
pemeriksaan dokumen DPLH Tidak pe

riksa Ditentukan
Petugas memeri ‘ Berkas Be;rk:Shonan

3 |kelengkapan dan kebenaran ¢ hon f: erifikasi

administrasi dokumen DPLH permononan rveritxast
administrasi

Petugas mengumumkan

pelaksanaan pemeriksaan \

dokumen DFLH melalni media Berkas o

4 5 Hari Kerja |Pengumuman
masa, pengumuman pada permohonan
lokasi usaha dan/atau
kegiatan.

Petugas menerima -
4a |masukan/sangzahan dari Qiisu];i:‘; ::isulgir;g
masyarakat 3% 83
Tim Teknis melakukan
pen1la1.an, rapat koord.mam Rapat Hasil rapat

5 |pemeriksaan substansi loordinasi Tidak koordinasi
dokumen DFLH dengan rinas Dl't Ka
mengundang instansi terkait itentukan
Petugas membuat berita acara
dan daftar koreksi berdasarkan Y Hasil rapat Berita acara

5a |hasil rapat koordinasi k:;r di:lg . dan daftar
pemeriksaan substansi . koreksi
dokumen DPLH




1 2 4 9 10 11 12
Aabila perbaikan, petugas /\ Tidak
6 |menyerahkan daftar koreksi Daftar koreksi | Tanda terima
Ditentukan
kepada pemohon
Pemohon melakukan perbaikan
dokumen DPLH dari koreksi T———
7 |atau masukan serta saran pada Daftar koreksi |Tentatif .
: : perbaikan
saat pemeriksaan substansi
dokumen
4
8 Petugas memeriksa perbaikan Dokumen Sgﬁ;ﬁ;ﬁ
dokumen DPLH . perbaikan feralidas
v ,
9 Petugas membuat draft P, D;l;uzx;i Tl,dd'k Draft
rekomendasi dokumen DPLH M perbarkan Ditentukan ..y smendasi
T tervalidasi
h 4
Kepala DLH menerbitkan Draft X :
10 rekomendasi dokumen DELH rekomendasi Bekemenda
Petugas DPMPTSF menerima Ly ] ;
11 cekossadiog Akumien D Rekomendasi Tanda terima
Petugas menyusun konsep Konsep
12 |Persetujuan Lingkungan Rekomendasi Persetujuan
berupa Persetujuan DPLH Lingkungan
Mengajukan Relomehidssi Rekomendasi Rekomendasi
dokumen DFPLH dan konsep dan konse o P
12a|Persetujuan Lingkungan 11 KONSCP 15 Hari Kerja 15ep
e i , Persetujuan Persetujuan
rupa Fersetujuan DPLH R, Livislan
untuk disetujui grungan D
Melakukan koreksi konsep Rekomendasi Resprpeeia)
p ; dan konsep
Persetujuan Lingkungan dan konsep ,
12b . : Persetujuan
berupa Persetujuan DPLH Persetujuzn o
untuk diparaf Lingkungan Lhghat
terkoreksi




1 2 3 6 9 10 11 12
; , .
Melakukan koreksi konsep Rekomendasi Rekomendasi
- . dan konsep dan konsep
Persetujuan Lingkungan . .
12¢ h Persetujuan Persetujuan
berupa Persetujuan DPLH . L
tuk diparaf Linglungan ngkunggn
o terkoreksi terkoreksi
Rekomendasi .
Melakukan penandatanganan dan konsep xkomendam
. . . n
13 |Persetujuan Lingkungan Persctujuan .
: . Persetujuan
berupa Persetujuan DFLH Lingkungan Lingkunean
terkoreksi grung
Pemohon menerima Rekomendasi
14 r§komendam dan Persctujuan < dan . Tentatif Tanda terima
Lingkungan berupa Persetujuan
Persetujuan DPLH Lingkungan




PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

J1. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto KP 53116
Telp. (0281) 627965 Fax. (0281) 624521

Laman: dpmpptspkabbanyumasigmail.com

Pos- el: dpmptsp.banyumaskab.go.id

Nomor SOP . 000 .8.3.% /002.9 /2516
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi f
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Tanggal Efektif P2 Jonyans LELE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Disahkan Oleh :

NABRRERPADU SATU PINTU
BURANEN BANYUMAS

& NAMA SOP

SOP PEMROSESAN PERIZINAN BERUSAHA (PB) DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)
MELALUI MEKANISME VISITASI YANG DIJADWALKAN PERANGKAT DAERAH DENGAN MELIBATKAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

* Menguasai tentang Lingkungan Hidup
* Mampu mengoperasikan komputer
* Mampu mengoperasikan OSS RBA

Banyumas.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
* Komputer
» Jaringan Internet
* Printer
PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal.

= Disimpan sebagai data elektronik




HO

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

AKUN PEMOHON

LEMBAGA 088

OPD TEKNIS

PENGELOLA
DPMPTSP

KEPALA
DFMPTSP

KELENGKAPAN

WAKTU QUTPUT

2

3

4 5

6

7

10

Pemohon masuk dalam laman 0SS RBA {oss.go.id)
kemudian klik tombol MASUK

Pemohon Masukkan username dan password beserta
CAPTCHA, lahy klik tombol MASUK

Setelah Masuk pada menu beranda, pemohon klik
menu Perizinan Berusaha dan pilih Pemenuhan
Persyaratan

Pemohon memilih KBLI dan lokasi usaha yang akan
dilakukan pemernuhan persyaratannya kemudian
mengeklik proses pemenuhan sertifikat standar/ izin.
Sistemn akan menampilkan persyaratan yang haras di
upload oleh pemohon

Pemohon mengupload persyaratan Perizinan Berusaha
pada sistem 0S8

Klik Tombol Lanjut

Sesuai dengan
jadwal pemohon

Lembaga 0SS menerima berkas permohonan dan
meneruskan kepada akun Perangkat daerah teknis
renyelenggara perizinan .

Perangkat daerah tcknis penyelengpara perizinan
mencrina Pemenuhan persyaratan yang telah di upload
deh pemohon melalui aplikasi oss.go.id, kemudian
melakukan verifikasi adminstrasi pemenuhan
persyaratan :

1. Dalam hal berkas pemenuhan persyvaratan telah
memenuhi ketentuan, perangkat daerah teknis
penyelenpgara perizinan menjadwalken kegiatan visitasi
lapangen dengan melibatkan DPMPTSP kemudiarn
berkoordinasi dengan DFMPTSP dan menyiapkan
edministrasi.

2. Dalam hal terdapat kckurangan berkas persyaratan
perizinan, perangkat daerah teknis menyampaikan
informasi kekurangan berkas kepada pemohon dan
mengembaliken permohcenan pemenuhen persyaratan
melalui sistern O8S untuk dilakukan perbaikan.

3. Dalam hal terdapat ketidaksesunian berkas
permohonan pemenuhan persyaratan, perangkat
daerah teknis penyelenggara perizinan akan melakukan
penolakan berkas permohonan melalui lembaga 0S8
yang akan diteruskan kepada pemohon.

TIDAK

YA

1. Username
dan Password
hak Akses QFD
Penyelenggara
Perizinan

2. Dokumen
pemenuhan
Persyaratan




10

Perangkat daerah teknis melakukan visitasilapangan
dengan melibatkan DPMPTSP guna mengecek
kesesuaan permohonan pemenuharn persyaratan
secara teknis sekaligus membuat berita acara hasil
tinjauan lapangarn.

Dari hasil tinjauan lapangan Perangkat daerah teknis
penyelenggara perizinan akan melakukan :

1. Dalam hal perangkat daerah teknis penyelenggara
perizinan menyetujui akan diterbitkan rekomendasi
dan/atau mengupload berita acara teknis persetujuan
ke sistem OSS hersaina dengan rekomendasi telonis.
2. Dalat hal terdapat kekurangan berkas persyaratan
perizinan, perangkat daerah teknis menyampaikan
informasi kekurangahn berkas kepada pemohon dan
mengembalikan permohonan pemenuhan persyaratan
melalui sistern 088 untuk dilakukan perbaikan.

3. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berkas
permohonan pemenghan persyaratan, perangkat
daerah teknis penyelenggara perizinan akan melakukan
peniolakan berkas permchonan melalui lembaga 038
yang gkan diteruskan kepada pemohon.

Catatan :

Perbaikan dokumen permohonan pemeiinhan
persyaratan disampaikan melalui sistem / Lembaga
0S8, dan kemudian akan diverifikasi dan validasi
lamgsung oleh perangkat daerah teknis penyelenggara
perizinan

TIDAK

YA

1. Dokurnen
|pemenuhan
persyaratan

2. Rekomendasi
Teknis/ Berita
Acara Teknis

Pengelola akun perizinan DPMPTSF meherima
rekomendasi teknis § berita acara teknis dari perangkat
dacrah teknis penyelenggara perizinan kemudian
mengunduh rekomendasi/berita acara teknis serta
melakukan verifikasi atas permohonan pemenuhan
persyaratan, dalam hal :

1. Pengelola akun perizinan DPMPTSP menyetujui,
meaka pengelola akun penzinan membuat draft
lampiran scrtifikat standar/izin.

2. berkas permohonén perlu mendapatkan perbaikan
miaka pengelola akun perizinan DPMPTSP akan
mengembalikan berkes permohonan pemenuhan
persyaratan pada lethbaga O88 untuk diteruskan
kepada pemohon guna dilakukan perbaikan.

3. Berkas permohonan tidak sesuai, mdka pengelola
akun perizinan DFMPTSP akan melakutkan penolakan
berkas permohonan emenuhen persyaratan kepada
leinbaga 0SS untuk diteruskan kepada pemohorn.

TIDAK

YA

1. Rekomendasi
‘'Teknis / Berita
Acara Teknis

2. Lampiran
Sertifikat
Standar / lzin

Sesuai dengan
peraturan
masing K/L

Rekomendasi
Teknis / Berita
Acara Teknis

Unduhan
Dokumen
perizinan/ Surat
pengembalian
permohonarn




9

10

Draft Sertifikat
Stapdar / lzin

1 2 T
10|Untuk perizinan yang telah disetujui pengelola akun Lampiran
perizinan DPMPTSP melekukan Persetujuan dan Sertifikat
mengupload draft lampiran sertifikat standar/izin dari Standar / Izin
sistern 088, kemudian menyampaikan unduhan
rekomendasi teknis /berita acara teknis kepada Kepala
DPMPTSP.
11|Kepala DPMPTSP melakukan verifikasi atas Lampiran
permohonan perizinat, dalam hal : Sertifikat
1. Kepala DPMPTSP menyetujui, akan melakukan Standar / lzin
pengesahan draft sertifilkat standar /izin,
2. berkas permohonan pemenuhan persysralun perlu
mendapatkan perbaikan maka Kepala DPMPTSP akan TIDAK
mengembalikan berkas permohonan pemenuhan
persyaratan pada lembaga OSS untuk diteruskan
kepada pemohon guna dilakukan perbaikan.
3. Berkas perrnohonan tidak sesuai, maka Kepala
DPMPTSP akan melakukan penclakan berkas
permohonan pemenuhan persyaratan kepada lembaga
058 untuk ditcruskan kepada pemohon,
YA
12|Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar [ Izin yang Sertifikat
telah terverifilasi Standar / lzin
> pune el
terverifikasi

Sertifikat
Standar / Izin
yeang telah
terverifikasi

Unduhean
Sertifilcat
Standar / lzin
yeng telah
terverifikasi




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto KP 53116

Telp. (0281) 627965 Fax. (0281) 624521
Laman: dpmpptspkabbanyumas@gmail
Pos- el: dpmptsp.banyumaskab.go.id

.COII1

Nomor SOP . 000.82 3 /063 10 [260¢
Tanggal Pembuatan

Tanggal Efektif ' 2 Joruowd 1070
Disahkan Oleh /

INAS PENANAMAN MODAL DAN
NANTERPADU SATU PINTU
Bﬂb‘g\TEN BANYUMAS
%

/
~ARONI HIDAYAT

NAMA SOP

SOP PEMROSESAN PEMROSESAN PERIZINAN BERUSAHA (PB) DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA (PB UMKU) MELALUI MEKANISME VISITASI YANG DIJADWALKAN OLEH PERANGKAT DAERAH DENGAN MELIBATKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS, PEMERINTAH PROVINSI,

DAN/ATAU PIHAK TERKAIT LAINNYA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan | * Menguasai tentang Lingkungan Hidup
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan | * Mampu mengoperasikan OSS RBA

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

* Mampu mengoperasikan komputer

Banyumas.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
» Komputer
» Jaringan Internet
» Printer
PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal.

*» Disimpan sebagai data elektronik




NO

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

AKUN PEMOHON

LEMBAGA 088

OPD TEENIS

PENGELOLA
DPMPTSP

KEPALA
DEMPTEP

KELENGEAPAN

WAKTU OUTPUT

2

3

r

6

7

10

Pernchon masuk dalam laman OSS RBA (oss.go.id)
kemudian klik tombol MASUK

C )

Pemchon Masukkan username dan password beserta
CAPTCHA, lalu klik tombol MASUK

Setelah Masuk pada menu beranda, pemohon klik
menu Perizinan Berusaha dan pilih Pemenuhan
Persyaratan

Pemchon memilih KBLI dan lokasi usaha yang akan
dilakukan pemenuhan persyaratannys kemudian
mengeklik proses pemenuhan sertifikat standar/ izin.
Sistem akan menampillksen persyaratan yang harus di
upload oleh pemohon

Pemohon mengupload persyaratan Perizinan Berusaha
pada sistem OS85

Klik Totbol Lanjut

Sesuai dengan
jadwal pemohon

Lembaga OSS menerima berkas permohonan dan
meneruskan kepada akun Perangkat daerah teknis
penyelenggara perizinan .

Perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan
menerima Pemenuhan persyaratan yang telah di upload
oleh pemohon melalui aplikasi oss.go.id, kemudian
melakukan verifikasi adminstrasi pemenuhan
persyaratan :

1. Dalam hal berkes pemenuhan persyaratan telah
memenuhi ketentuan, perangkat daerah teknis
penyelenggara perizinan menjadwalkan kegiatan visitasi
lapangan dengan melibatkan DPMPTSP, Provinsi
dan/atau pihak terkait lainaya kemudian
berkoordinasi dengan DFMPTSP dan menyiapkan
administrasi.

2. Dalam hal terdepat kekurangan berkes persyatatan
perizinen, perangkat daerah teknis menyampaikan
informasi kekurangan berkas kepada pemohon dan
mengembalikan permohonan pemenuhan persyaratan
melahui sistern 088 untuk dilakukan perbalkan.

3. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berkas
permohonan pemenuhan persyaratan, perangkat
daerah tekmis penyelenggara perizinan akan melakukan
penolakan berkas permohonan melalui lembaga 0S8
vang akar diteruskan kepada pemohon.

TIDAK

N

YA

1. Username
dan Passvord
hak Akses QPD
Penyelenggara
Perizinan

2. Dokumen
pemenuhen
Persyatratzn




2

10

Perangkat daerah teknis melakukan visitasi lapangen
dengan melibatikan DPMPTSP, Provinsi dan/atau
pihak terkait lainnya guna mengecek kesesuaian
permohonan pemenuharn persyaratan secara teknig
sekaligus membuat berite acara hasil tinjauan

lapangan.

Dari hasil tinjauan lapangan Perangkat deerah teknis
penyelenggara perizinan akan melakukan :

1. Dalam hal perangkat daerah teknis penyelenggara
perizitian menyetujui akan diterbitkan rekomendasi
dan/atau mengupload berita acara teknis persetijuan
ke sistem OSS bersama, dengan rekomendasi teknis,
2, Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan
perizinan, perangkat daerah teknis menyampaikan
informasi kekurangan berkas kepada pemohon dan
mengembalikan permohonan pemenuhan persyaratan
melatui sistem OS5 untuk dilakukan perbaikan.

3. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berkas
permohonan pemenuharn persyaraten, perangkat
daerah teknis penyelenggara perizinan akan melakukan
penolakan berkas permohonan melalui lembaga 0SS
yang akan diteruskan kepada pemohon.

Calatan : ‘
Perbaikan dokumen permohonan pemenuhan
persyaratan disampaikan melalui sistem / Lernbaga
0S8, dan kemudian akan diverifikasi dan validasi
langsung oleh perangkat daerah teknis penyelenggara
perizinan

TIDAK

YA

1. Dokumen
petnenuhen
persyaratan

2, Rekomendlasi
Teknis/ Berita
Acara Tekiis

Pengelola akun perizinan DPMPTSP menerima
rckomendasi tekmnis / berita acara teknis dari perangkat
daerah teknis penyelenggara perizinan kemudian
mengunduh rekomendasi/ berita acara teknis serta
melakukan verifikasi atas permohonan pemenuhat
persyaratan, dalam hal :

1. Pengelola atcun perizinan DPMPTSP menyetujui,
maka pengelola akun perzinan membuat draft
lamnpiran sertifikat standar/izin, .

2. berkas permohonan perlu mendapatkan perbaika;
maka pengelola akun perizinan DPMPTSP akan
mengembalikan berkas permohonan pemenuhan
persyaratan pada lembags OSS untuk diteruskan
kepada pemochon guna dilakuken perbaikan.

3. Berkas permohonan tidak sesuai, maka pengelols
akun perizinan DPMPTSP akan melakukan penolaken
berkas permohonan perneniuhan persyaratan kepada
lembaga 088 untuk diteruskan kepada pemahon.

TIDAK

1. Rekomendasi
Teknis / Berita
Acara Telnis

2. Lampirian
Sertifikat
Standar / Izin

Sesuai dengan
peraturan
masing K/L

Rekomendasi
Teknis / Berita
Acara Teknis

Unduhan
Dokumen
perizinan/ Surat
pengembalian
permohonan




9

10

Draft Sertifikat
Standar / Izin

Sertifikat
Standar / Izin
yang telah
terverifikasi

1 2 5 7
10| Untuk perizinan yang telah disetujui pengelola akun Lampiran
perizinan DPMPTSP melakukan Persetujuan dan Sertifikat
mengupload draft lampiran sertifikat standar/izin dari Standar / lzin
sistemn 0388, kemudian menyampaikan unduhan
rekomendasi teknis /berita acara telmis kepada Kepala
DPMPTSP.
11|Kepala DPMPTSP melalcukan verifikasi atas Lampiran
permohonan perizinan, delam hal : Sertifikat
1. Kepala DPMPTSP menyetujui, akan melakulan Standar / Izin
pengesahan draft sertifileat standar/izin.
2. berkas permohonan pemenuhen persyaratan perlu
mendapatkan perbaikan maka Kepala DPMPTSP akan TIDAK
mengembalikan berkas permohonan pemenuhan 4
persyaratan pada lembaga 088 untuk diteruskan /
kepada pemohon guna. dilakukan perbaikan. o
3. Berkas permohonan tidak sesuai, maka Kepala
DPMPTSP akan melakukan penolakan berkas
permohonan pemenuhan persyaratan kepada lembaga
088 untuk diteruskan kepada pemohon.
¥A
12[Sistem 0SS menerbitkan Sertifikat Standar / Izin yang Sertifikat
telah terverifikasi Standat / lzin
( }= yang telah
terverifikasi

Unduhan
Sertifikat
Standar / Izin
yang telah
terverifikasi




Nomor SOP : 000-8-2.2 /0031 /2626
Tanggal Pembuatan

: Tanggal Revisi 2
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Tanggal Efektif P2 Joway 216
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Disahkan Oleh :
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto KP 53116
Telp. (0281) 627965 Fax. (0281) 624521
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NAMA SOP

SOP PEMROSESAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA MELALUI MEKANISME
TANPA VISITASI

DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan = Menguasai tentang Lingkungan Hidup
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; = Mampu mengoperasikan komputer

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan | = Mampu mengoperasikan OSS RBA
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

= Komputer
= Jaringan Internet
= Printer

PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal. = Disimpan sebagai data elektronik




RO

HEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

AKUN PEMOHON

LEMBAGA 0S8

OPD TEKNIS

PENGELOLA
DPMFTSP

KEPALA
DPMPTBP

KELENGEAPAN

WAKTU OUTPUT

2

3

4

7

10

Pemohon masuk dalam laman 0S8 RBA (oss.go.id)
kermudian klik tombel MASUK

-

Pernohon Masukksn username dan password beserta
CAPTCHA, lalu klik tormbol MASUK

Setelah Masuk pada menu beranda, pemohon klik
menu Perizinan Berusaha dan pilih Pemnenuhan
Persyaratan

Pemohon tmemilih KBLI dan lokasi usaha yang skan
dilakukan pemenuhan persyaratannya kemudian
mengeklik proses pemenuhan sertifikat standar/ izin,
Sistern akan menampilkan persyaratan yang harus di
upload olch pemchon

Pernohon mengupload persyaratan Perizinan Berusaha
pada sistem 0SS

Klik Tombol Lanjut

Lembaga 0SS menerima berkas permohonan dan
meneruskan kepada alkun Perangkat daerah teknis
penyelenggara perizinan .

™
T

Perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan akan
melakukan :

1. Dalam hal perangkat daerah eknis penyelenggara
perizinan menyetujul akan diterbitkan rekomendasi
dan/atau mengupload berita acara tekmnis persetujuan
ke sistemn OSS bersama dengan rekomendasi teknis.
2. Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyatatan
perizinan, perangkat dacrah teknis menyampaikan
informasi kekurangan berkas kepada pemohon dan
mengembalikan permohonan pemenuhan persvaratan
melalui sistern 088 untuk dilakukan perbaiicarn.,

3. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berkas
permoheonan pemenuhan persyaratan, perangkat
daerah teknis penyelenggara perizinan akan melakukan
penolakan berkas permohonan melalui lembaga O8S
yang akan diteruskan kepada pemohorn.

Catatan :

Perbaikan dokumen permchonan pemenuhan
persyaratan disampaikan melalui sistem / Lembaga
0885, dan kemudian akan diverifikasi dan velidasi
langsung oleh perangkat daerah teknis penyelenggara
perizinan

TIDAK

Sesuai dengan
jadwal pemohon

YA

1. Dokumen
pemenuhan
persyaratan

2. Rekomendasi
Teknis/ Berita
Acara Telmis

Rekomendasi
Teknis / Berita
Acara Teknis




2

7

Pengelola akun perizinatn DPMPTSP menerima
rekomendasi teknis / berita acara telnis dard perangkat
daerah teknis penyelenggara perizinan kemudian
mengunduh rekomendasi/berita acara tekmis serta
melakukan verifikasi atas permohonan pemenuhan
persyaratan, dalam hatl :

1. Pengelola akun perizinan DPMPTSP menyetujui,
maka pengelola ekun perizinan membuat draft
lampiran sertifikat standar/izin,

2. herkas permohonan perlu mendapatkan perbaikan
maka pengelola aknn perizinan DPMPTSP akan
mengembalikan berkas permohonan pemenuhan
persyaratan peda lembaga OSS untuk diteruskan
kepada pemohon guna dilakukan perbailcan.

3. Berkas permohonan tidak sesuai, maka pengelola
akun perizinan DPMPTSP akan melakukan penoclakan
berkas permohonan pemenuhan persyaratan kepada
lembaga 0SS untuk diteruskan kepada pemohon.

perizinan DPMPTSP melakukan Persetujuan dan
mengupload draft lampiran sertifikat standar/izin dari
sistem 088, kemudian menyampaikan unduhan
rekomendasi teknis /berita acara teknis kepada Kepala
DPMPTSP.

tmendapatkan perbaikan makea Kepala DPMPTSP akan

Kepala DPMPTSP melalcukan verifikasi atas
permohonan perizinan, dalam hal :

1. Kepala DPMPTSP menyetujui, aken melakukan
pengesahan draft sertifikat standar/izin.

2. berkas permohonan pemenuhan persyaratan perlu

mengembalikan berkas permohonan pemenuhan
persyaratan pada lembaga OS5 untuk diteruskan
kepada pemohon guna dilakukan-perbaikan.

3. Berkas permohonan tidak sesual, maka Kepala
DPMPTSP akan melakukan penolakan berkas
permohenan pemenuhan persyaratan kepada lembaga
0S8 untuk diteruskan kepada permochon.

TIDAK

10

Sistern 0S8 menerhitkan Sertifikat Standar / lzin yang
telah terverifikasi

TIDAK

N

YA

1. Rekomendasi
Teknis / Berita
Acara Teknis

2. Lampiran
Sertifikat
Standar / lzin

Lampiran
Sertifikat
Standar / Izin

Lampiran
Sertifikat
Standar / Izin

Sertifikat
Standar / [zin
yang telah
terverifikasi

Sesuaidengan
peraturan
masing K/L

9

10

Unduhan
Dokumen

pengembalian
permohonan

perizinan/ Surat

'Draft Sertifikat
gtandar / Izin

Sertifikat
Standar / Izin
yang telah
terverifikasi

Unduhan
Sertifikat
Standar [/ lzin
yang telah

terverifikasi
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NAMA SOP

SOP PEMROSESAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA MELALUI MEKANISME

VISITASI OLEH PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan | = Menguasai tentang Lingkungan Hidup
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; = Mampu mengoperasikan komputer
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan | = Mampu mengoperasikan OSS RBA

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
= Komputer
= Jaringan Internet
= Printer

PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal. = Disimpan sebagai data elektronik




RO KEGIATAR PELAHSANA MUTVU BAKU
AKUN PEMOHON | LEMBAGA OBS OPD TEKNIS PENGELOLA KEPALA KELENGKAPAN WAHTU OUTPUT KET
DPMPTSP DPMPTSFE
1 2 3 4 5 6 7 9 10

Pernohon masuk dalam laman 0SS RBA {oss.go.id)
kemudian klik tombol MASUK

C D

Pemohon Masukkan username dan password beserta
CAPTCHA, lalu klik tormbol MASUK

Sctelah Masuk pada menu beranda, pemohon klik
menu Perizinan Berusaha dan pilih Pemenuhan
Persyaratan

Pemohon memilih KBLI dan lokasi usaha yang akan
dilakukan pemenuhan persyaratannys kemudian
mengeklik proses pemernuhan sertifikat standar/ izin.
Sistern akan menampillcan persyaratan vang harus di
upload oleh pemohon

Pernohon mengi;]:load. persyaratan Perizinan Berusaha
pada sistem O3S

Klik Tombol Lanjut

Llemba.ga 0SS menerima berkas permohonan dan
meneruskan kepada akun Perangkat dacrah teknis

penyelenggara perizinata .

Perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan
menerima Pemrenuhan persyaratan yang telah di upload
oleh pemohon melalui aplikasi oss.ge.id, kemudian
melakukan verifikasi adminstrasi pemenuhan
persyaratan :

1. Delarn hal berkas permenuhan persyaratan telah
memenuhi ketentuan, perangkat daerah teknis
penyelenggara perizinan menjadwalkan kegiatan visitasi
lapangan tanpa melibatkan DPMPTSP kemudian
berkoordinasi dengan DPMPTSF dan menyiapian
administrasi.

2. Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan
perizinan, perangkat daerah teknis menyampaikan
informasi kekurangan berkas kepada pemohon dan
mengembalikan permohonan pemenuhan persyaratan
melalui sistem 0SS untuk dilakukan perbaikan.

3. Dalam hal terdapat ketidalksesuaian berkas
permohonan pemenuhan persyaratan, perangkat
daerah teknis penyelenggara perizinan akan metalkukan
penolakan berkas permohonan melalui lembaga OS5
yvang akan diteruskan kepada pemohon.

TIDAK

’

Sesuai dengan
jadwal pemohon

YA

1. Username
dan Password
hak Akses OPD
Penyelenggara
Perizinan

2. Dokumen
pemenuban
Persyatatan




[

2

i0

Perangkat daerah teknis melakukan visitasi lapangan
tanpa melibatkan DPMPTSP guna mengecek
kesesuaian perrmohonan pemenuhan persyaratan
secara teknis sekaligus membuat berita acara hasil
tinjauan lapangan.

Dari hasil tinjauan lapangan Perangkat daerah teknis
penyelenggara perizinan akan melakukan :

1. Dalam hal perangkat daerzh teknis penyelenggara
perizinan menyetiyjui akan diterbitkan rekomendasi
dan/atau mengupload berita acara teknis persetininian
ke sistem O8S bersama dengan rekomendasi teknis.
2. Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan
perizinan, perangkat daerah teknis menyampaikan
informasi kekurangan berkas kepada pemohon dan
mengembalikan permohonan pemenuhan persyaratan
melahii sistern (88 untuk dilakukan perbaikan.

3. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berkas
permohonan pemenuhan persyaratan, peranglkat
daerah teknis penyelenggara perizinan ekan melakukan
penolakan berkas permohonan melalui lermbaga OSS
vang akan diteruskan kepada pemohon,

Catatan :

Perbaikan dokumen permchonan pemenuhan
petrsyaratan disampaikan melalui sistem / Lembaga
053, dan kemudian akan diverifikasi dan validasi
langsung oleh perangkat daerah teknis penyelenggara
perizingn

FIDAK

YA

1. Dokumen
pemenuhan
persyaratan

2. Rekomendasi
Teknis/ Berita
Acara Teknis

Pengelola akun perizinan DPMPTSP menerima
rekomendasi teknis / berita acara teknis dari perangkat
daerah teknis penyelenggara perizinan kemudian
mengunduh rekomendasi/berita acara teknis serta
melakukan verifikasi atas permohonan pemenuhan
persyaratan, dalam hal :

1. Pengelola akun perizinan BPPMPTSP menyetujui,
maka pengelola akun perizinan membuat draft
lampiran sertifikat standar/izin,

2. berkas permohanan periu mendapatkan perbaikan
maka pengelola akun perizinan DPMPTSP akan
mengembalikan berkas permchonan pemenuhan
persyatatan pada lembaga O8S untuk diteruskan
kepada pemohon guna dilakukan perbaikan.

3. Berkas permohonan tidak sesuai, maka pengelols
akun perizinan DPMPTSP akan melakukan penclakan
berkes permohonan pemenuhan persyaratan kepada
lembaga 0SS untuk diteruskan kepada pemohon,

TIDAK

1. Rekomendasi
Teknis / Berita
Acara Teknis

2. Lampiran
Sertifikat
Standar / Izin

Sesuai dengan
peraturan
masing K/L

Rekomendasi
Teknis / Berita
Acara Teknis

Unduhan
Dokumen
perizinan,/ Surat
pengembalian
permchonan
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Draft Serlifikat
Standar / Izin

Sertifikat
Standar / Izin
yang telah
terverifikasi

1 2 7
Untuk perizinan yang telah disetujui pengelols akun
perizinan DPMPTSP melkukan Persetujuan dan Lampi
Lo|mengupload draft lampiran sertifikat standar fizin dar piran
N : - Sertifikat
sislem 088, kermadian menyampaikan unduhan Iz
rekomendasi teknis /berita acara tcknis kepada Kepala Standar /lzin
DPMPTSP.
Kepala DPMPTSP melakukan verifikasi atas
permohonan perizinan, dalam hal :
1. Kepala DPMPTSP menyetujui, aken melakukan
pengesahan draft sertifikat standar/izin,
2. berkas permohonan pemenuhan persyaratan perlu TIDAK
mendapatkan perbaikan maka Kepala DPMPTSP akan Lampiran
11 {mengembelikan berkas permohonan pemenuhan Sertifikat
persyaratan pads lembaga 0SS untuk diteruskan Standar / Izin
kepada pemohon guna dilakukan perbaikan. T
3. Berkas permohonan tidak sesuai, meka Kepala
DPMPTSP akan melakukan penolakan berkas
petmohonan pemenuhan persyaratan kepada lembaga
088 untuk diteruskan kepada pemohon.
YA
Sertifikat
12 Sistern OS5 menerbitkan Sertifikat Standar / Izin vang ( } Standar / kzin
telah terverifikasi vang felah
terverifileasi

Unduhan
Sertifikat
Standar [ I=in
yang telah
terverifikasi




